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SEIfiETARIAT I(OMISI PEI'IUHA'{ UMUM

XABUPAIII AIMA
5U6AAG UMUM

NAMASOP : PEI{GADM| lSTRAStAil PEGAWAI

DASAR HUKUM XUAUFII(ASI PELAI6A'{A

2. undan8-Undang Nomor 1 Tahun 2O(XtentanS perbendaharaan

Negara

3. Undang-Undang l{omor 15 Tahun 2OO4 tentang pemedksaan

Pengelolaaan dan TanggunS Jawab Keuangan Negara

4. P€r.turan Pemerintah tlomor 50 lahun 2018 tentang perubahan

atas Peraturan Pemefintah ilomor 45 Tahun 2013 tentanS Tata Cara
Pelaksenaan Anggaran Pendapetan dan Behnja llegara.

Nomor lTTahun 2003 tentan8 Xeuangan Negara

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182lpMX.OSl2Ot7 tentanl
Pengelolaan Rekening Milik Satuan l(erja

7. Peraturan Menteri (euangan Republi& tndonesi. Nomor 78 /
PMX.02/2O19 tentang Standa. Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang

pehbayaian Saji tunjangan kine.ja, pembafaran rapEl gaji, pembayaran
lemb!. pegasdidan pembafaran uang kehormatan anggota KpU serta
proses p€nghentian pembayaran.

2. Memiliki kemampuan dalam updating data pegaurai

3. Memiliki kemampuan dalam menyususun pe*iraan Belanja pega\Nai

4. Memaliki kemampuan mengoperdsikan AplilGsi Gpp

5. Memiliki kemampuan mengoperasikan Aplikasi pph 21

Memahami Peraturan perundang-undangan yang terkajt dengan

XETIRXAITAI{ PERATATAN PERLEI{GI(APAI{
1. SOP Bendahara GPP, Aplilasi PPh 21, Xomputer, Jaringan tnteme! printer, Alat

Tulis, Xertas, Flasdisl! Kalkulator, Cap tnstansi, t-emari A.sip.

2. Ookumen berupa print out arsipdan dokumen pembayaran gaji,
tunjangan kineria, uang makan, uarB kehormatan an88ot-a (pU, SXpe
rapel gaji dan lembur peSawai.

1.

PERII{GATA',/ PE'{ATATAI{DA PEI{DAPATAIT
SOP tidak dilaksanakan, mal€ pembafaran 8aii, tunjangan kineria,

uang makan, uanS kehormatan angSota (pu, sxpp, rapelSaji dan lembur
pe8ayai akan terhambat atau tidak dapat terlaksana.

lika data el€kronjk dan manualdokumen pembayaran gaji,
lunjangan kinerja, uang makan, uan8 kehormatan anggota XpU, St(pp, ra!€lgaji
dan lembur p€8awai.

Disimpan sebagai

Tang8alPembuatan

.,r:Z:----=<,
Efektif '-{ u-:-"1'{ .}\r,

5. Pereturan Pemerintah Noror 15 Tahun 2019 tentanS perubahan

kedelapan b€las tentanS peraturan peferintah Nom ot 7 Tahun 1977
tentanS Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

8. Peraturdn Xomisi Pemilihan Umum t{omor 06 Tahon 2@8 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Cara |(e4:a Sekaetariat Jende6l XpU,
Selretariat (PU Provinsi dan Sekrctariat KpU lGbupaten/Xota
sebagaimana tetah diubah dengan peraturan (omisi pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2008.
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Subbag SOr.4

meflgBiukan
dok,rnen ke
(asubbag l(e$angan

Menerima,
rneigun tkan, dan
nErnverifikasi data

bampaikan ke
Kaslrbbag Keuangan

I'telakulan verifd@si

lanjubn dan
nEngEiukan
dokurrEn ke
Peng€lda l(eual€an
at pengiernbalian

tdak sesuai

Pengelola KdJangan
m€rnbuat dokor€n
dafiar gaji dan uang
fitakan besefB
relapannfa rdalui
Aplikasi GPP untuk
diseGhkan ke PPSPM

SPP, SPM,

Sru, ADK

5 tlenertiBan 9rat
Perintah Pernbafdran
(SlP) dan Surat
Perintah tl€rnbayar
(SPtl), kBnudbn
[Eflgirinkan tagihan
ke KPPN dibantu ol€ft
Pengantar SPl. atau
nre E€r&alitan iil(a
tagihan tidak s6uai
denlBn kdertuan
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